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1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 387).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4488).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang
Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 4980).
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3741).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4652).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 Tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 48).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan
Aluminium (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
229).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 606).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota
Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha
Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012
tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 710).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4330).

H. Putusan Pengadilan:
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 perihal Kasasi
perkara Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila
Agustiawan alias Karen Agustiawan, 9 Maret 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2148 K/Pid.Sus/2011 perihal Kasasi
perkara Terdakwa Ir. Alfian Aman, 2 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 perihal Kasasi
perkara Terdakwa Frederick ST Siahaan, 2 Desember 2019.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 21/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI. perihal Sidang Tingkat Pertama
perkara Ir. Nano Kusharyono, M.E., bin Hartono Sukarni, 1 Maret
2013.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 14 /Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst perihal Sidang
Tingkat Pertama perkara Bona Lambok Pandapotan Parapat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/2019 perihal
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019, 27 Juni 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-1V/2006 perihal
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, 25 Juli 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, 25 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-X1/2013 perihal Pengujian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, 18 September 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X1/2013 perihal Pengujian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 18 September 2014,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-1X/2011 perihal Pengujian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara, 25 September 2012.

XXIV



